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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai ruang lingkup rechtsverwerking sebagai doktrin yang dikenal dengan

doktrin “pelepasan hak” dimana pelepasan hak yang dimaksud dalam rechtsverwerking adalah ketika

seseorang memiliki suatu hak namun hak tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, maka

seseorang dapat kehilangan haknya, selama ini konsep pembiaran hak ini dikenal luas pada pelepasan hak

atas tanah. sebagaimana telah adanya Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang

mengatur mengenai pelepasan hak atas tanah, maka keberlakuan doktrin rechtsverwerking seharusnya tidak

lagi digunakan sebagai dasar dari adanya pelepasan hak atas tanah, dimana kedudukan peraturan perundang-

undangan lebih tinggi daripada doktrin dalam sistem hukum Indonesia. maka penulis secara khusus meneliti

konsep rechtsverwerking dalam artian doktrin “pelepasan hak” yang dapat digunakan pada konsep hak-hak

lainnya salah satunya yaitu pada konteks hukum kontrak, dimana ketika seseorang telah melepaskan haknya

dan menuntut kembali pemenuhan haknya maka pihak lainnya yang telah bertindak atas dasar pelepasan hak

tersebut menerima kerugian dari persepsi pembiaran hak yang telah dilakukan pihak yang melepaskan

haknya. kemudian pengenalan rechtsverwerking lebih dalam akan dilakukan perbandingan penerapannya

yang memiliki padanan dengan doktrin estoppel pada sistem hukum common law Amerika Serikat, dimana

apabila seseorang tidak menggunakan haknya, dalam hal ini memiliki sikap diam terhadap hak yang

dimilikinya, maka ketika timbul permasalahan akibat dari sikap diamnya tersebut terhadap persepsi pihak

lain yang kemudian menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya, estoppel sebagai doktrin berperan untuk

mencegah penyalahgunaan sikap diam yang seolah-olah melepaskan haknya untuk menimbulkan persepsi

pihak lain bahwa ia telah melepaskan haknya. 

......This thesis discusses the scope of rechtsverwerking as a doctrine known as the ‘waiver of rights’

doctrine. rechtsverwerking refers to a situation where someone possesses a certain right but does not

exercise it within a specific period, which may result in the loss of that right. This concept of waiving rights

is widely recognized, particularly in relation to the release of land rights. As exemplified by Article 32

paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning the release of land rights, the

application of the rechtsverwerking doctrine should no longer be used as the basis for releasing land rights,

as legislation takes precedence over doctrines in the Indonesian legal system.  In this regard, the author

specifically examines the concept of rechtsverwerking in the context of the 'waiver of rights' doctrine, which

can be applied to other rights, including in the realm of contract law. In such cases, when someone has

waived their rights and subsequently demands the fulfillment of those rights, the other party who has acted

based on the waiver may incur damages due to the perception that the right has been relinquished.

Therefore, the study delves into the deeper understanding of rechtsverwerking through a comparison with

the estoppel doctrine in the common law system of the United States.  In the common law context of the
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United States, the estoppel doctrine prevents the misuse of silence or inaction that appears to constitute the

waiver of rights. It comes into play when someone does not assert their rights or remains silent about their

rights, and this silence subsequently leads to problems and damages another party. The estoppel doctrine

prevents the other party's misperception that the right has been waived when, in fact, it has not.


